
SURAT KEPUTUSAN

Nomor: W2.TUN. I /51/PS.Ol fi/ZOZI

Menimbang

Mengingat

MENETAPKAN

PERTAI\,4A Menetapkan

Pcngadilan

KETUA PENGADIL,AN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

a. bahwa dalam rangka peningkatan pelaksanaan tata kelola pemerintahan

yang baik dan untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta perlu disusun pedoman untuk
mencegah dan menangani terjadinya benturan kepentingan pejabat dan

peg?wai di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalaxo huruf .r.

perlu menelapkan Keputusan KetLra Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua aras

undangundang Nomor l4 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik

lndonesia:
2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara

yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);

3. Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undarg-undang Nomor l0
Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

4. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung No 59A /sek/sw 11 ./2014 tentang

Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan 0i l:ngkungan Mahkamah Agung

dan Peradilan Di Bawahnya.

I\,4 E Nl UTU S KAN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

TENTANG PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN I']I

LINGKUNGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

PADA PENGADIL,AN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

Pedoman Penanganan Benturan Kepentangan di Lingkungan

Tata Usaha Negara Jakarta sebagaimana tercantum dalam

Lampiran yang merupakan bagia' yang tldak terpisahkan dari KepLltusan

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara lakatta ini'
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Lampiran Keputusan
Ketua Pengadila.n Tata Usaha Negara Jakafl
Nomor W2-TUN.l/5I/pS.0I1t202t
Tanggal 5 Januari 202i

PEDOI\,1AN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
DI LINGKUNGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

A. Pendaiuluan
l. Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan pemerintahan yang baik (good government) dan
peningkatan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing peiabat di ingkungan
Pengadilan Tata Usaha Negara lakarta serta dalam rangka penciptaan lingkungan kerja
)'ang bebas korupsi, perlu dilakukan upaya pencegahan dan penanganan terhad&p
lerjadinya benturan kepentingan dari pejabat atau pegawai di lingkutgan pengadilan

Tata Usaha Negara Jakarta dalam pengambilan keputusan atau pela.ksanaan tugasnya.
Untuk itu diperlukan adanya suatu pedoman bagi seluruh pejabat atau pegawai di
iingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakana dalam penanganan benrur-an
kcpcntingan.

Penyusuran Pedoman Penanganan Benturan Kepenaingan di lingkungiur
Pengadilal Tata Usaha Negara lakarta mengacu antara lain kepada peraturan
pcrundang-undangan yang menyangkut pelaksanatrn tugas dar fungsi Mahkamah Agung.
pcncogahan dan pemberantasan korupsi, pelaksanaan reformasi birokrasi dan mengikuu
podoman yang diatur di dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan
Rclbrmasi Birokrasi No 37 Tahlm 2012 tentan9 Pedoman Umum penanganan Benturan
Kepentingan serta mengacu pada Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor
S9VSek/SK,211,/2014 tentang Pedoman Penangan,Ln Bentumn Kepentingan di
Lingkurgan Vahkamah Agung dan Sadan Peradilan di Bawahnya.

2. Tujuan

Pcdomar Penanganan Benturan Kepentingan bertujuan sebagai berikut:
r trlenciptakan budaya kerja organisasi yang dapat mcngeilal, mencegah. dan

mengatasi situasi - situa"si benturan Kepentingar;
b. Meningkatkan pelayanan publik dan mencegah terladinya kerugian Negara;
c. Menirgkatkanintergritas;
d. Meringkatkan pelaksanaan pemerintah yang bersih dan bcrwibawa.

3. Pcugertian

Benturan kepentingan adalah situasi di mana pejabat atau pegarvai di lingkungan
Pcngadilan Tata Usaha Negara lakarta memiliki atau patut diduga memiliki kepentinga[
pribadi terliadap setiap pengguraa.n lvewenang dalam kedudukan atau jabatannya,
sehingga dapat memengaruhi kualitas keputusan dan/atau tindakannya.

B. BenturanKepentingan

l. Bcntuk Bentur:an Kepentingan sebagai berikut:
a. Situasi yang menyebabkan pejabat atau pegawai di lingkurgan Pengadilan Tata

Usaha Negara lakarta menerima gratifikasi atau pemberian/penerimaan hadiah atas
suatu Keputusan /jabatannya.



t Situasi yang menyebabkan pejabat atau pegauai di lingkungan Pengadilan Tala

Usaha Negara Jakarta menggunakan asJeI jabatan untuk kepentingan

pribadi,/golongan.
Situasi .vang menyebabkan pejabat alau pegawai di lingkungan Pengadilan Tata

Usaha Negara Jakarta menggunakan informasi rahasia jabatan untuk kepentingan

pribadi./golongar.

-\ituasi lang menyebabkan peiabat atau pegawai di lingkungan Pengadilan Tata

Usaha Negara iakarm memberikan akses khusus kepada pihak tertentu tanpa

mellgikuti pl'osedur yang seharusnya.

Situisi yang menyebabkan pejabat atau pegawai di lingkungan Pengadilan Tata

L'saha Negara Jakarta dalam proses pengawasan tidak mengikuti prosedur karetn

a<lanya pengaLruh dan harapan dari pihak yang dialYasi'

Situasi ,van-g menyebabkan pejabat atau pegawai di lingkungan Pengadilan Tala

tisaha Negara Jakarta rnenyalahgunakan jabatan'

ii;i ,;* memungkinkan p"jub"t u*u pegawai di iingkungan Peng'dilan 'fata

Usaha ltegai'a :atarta menggunakan diskresi yang menyalahgunakan wewenang'

d.

f

ienis llenturan Kepentingan sebagai berikut:

a. Kebiiakan dari pejabat atau pegawai di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara
- 

hk"; yang b€;pihak akibat pengaruh' hubungan dekat kctergantrxlgan' darilarau

pcnberian gr*ifikasi'
h,PemberianiziodariPejabatataupegawaidilingkunganPengadilanTataL]Saha

Negara.laka*ayang-diskriminatifberdasarkan huburgan dekat,&alas
e. Pcngangkatan Pegawal

1,.ia./I'ekomendasi/pengaruh dari pejabat pemerintah'

a. p"rnifiU,r rekanan keria oleh pejabat arau pegauai 
-di 

Lingktmgan, Pengadilan Tata

L'atloNcgarutalart]beldasarkankeputusanyangtidakproleslonal'
. ,lrira i o,, p"gu*"i di lingkungan Pengadilan Tata Us$a Negara [ak't(-i

melakukan komersiatisasi pelayanan publik

f ;j;;.; ;;", pegawai di linekunean Pengadiian Tarr usalra Negara lak-i,r':
' 

"lr-"*,,,r0r" ^,L 
a* inrot,niti rJasia Lfrtuk kepentingan pDbadi

* ;j;;; ;;,, pegawai di lingkugan Pengadilan Tata Usaha Negara laka$ '

" ,"iur.r,** o"*awasan tidak sesuai norma' standard dan prosedur'

h Pri bal rtuu pegawai di lingk;;; Pengadilan'lata llsaha Negara lakiu.rti menjidi

il';;;;;ir'il vang memiliki kepentingan atos sesuatu )ang d'''rrar'

i. l.iarr*, p*g"Oiiu' 
- y*g aipt"g"tf" oleh pihak yug te rlibat daliun kzr-sus

pcrsidangan.

i. Pcngangkatan'hutasi-/promosi hakim yang tidak adit dan berindikasi adanya

pcngamh dan kepentingan pihak tertentu'

k lvlcniabat sebagai dewan dfeksi di suatu perusahaan atau membuka iasa profesi

uinnYa.

J. srnlbcI l]erltulan Kcpentingan sebagai berikur:

a. Pon-,-alahguna&n tt"*"rrun*'-yii'u penyelenggaraan *tti::---1^"-O*t keputusar

alar tindakan yang tidak *"""i d""g* tuiuun atuu melatnpaui batas - batas

;;;;;;*ilg vang diberkan oleh peraturan perundang - undangan'

b. Perangkapan jabatan yaitu seorang Penyelenggara Negara menduduki dua atau

lcbih iabot ul puurif sertnggalidal iisa menluta"at' jatatarmya secara professional'

indePe0den dan akuntabel'



r. Hubungan afiliasi (pribadi, golongan) yaitu hubungan yang dimiliki oleh
seorang pen!'elenggara Negara dengan pihak tertentu baik karena
hubungan darah. hubu€an perkawinan maupun hubungan pcrtemanan yang
dapa: memengaruhi

keputusannya.
d. Gratifrkasi. yaitu pemberian dalam arti luas meliputi pemberian uang. barang,

rabaq komisi, pinjaman tanpa bunga. tiket perjalanar! fasilitas penginapan.
perjalanan lvisata, pengobatan Cuma-Cuma dan fasilitas laillnya.

e. Kclcrnalun sistem organisasi. _yaitu kcadaan yaDg menjadi ke rjala bagi
pencapainn tujuaD yang disebabkan kareua struktirr d-an budaya organisasi 1,an!
ada.

C. Prinsip Dasar dalam penganga.nan Benturan Kepentingan adalah:
1. Mengura.nakan kepentingan publik
2. Menciptakan kete:bukaan pennnganan dan pengawasan bentur-an kcpennngan
3. Mendorong tanggungiawab pribadi dan sikap keteladaran.
4. Menciptakan dan membina budaya organisasi yang tidak toleran terhadap

benturan kepcntingan.

D. Penangauan llenturzrnKepentingan
l. Pejabat atau pegawai di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara lakarts lang

relkaLr dalam pengaulbilan keputusan dan melaporkan ketemngan adanya dugaan
benturan Le:pcntingan dalam rnenetapkan keputusal dan/atau tindakan:

2. Laporan ali]u keterangan tersebut disampaikan dengan atasan langsung
peniabat pcng&:nbilan kepLrtusan danlatau tindakan de[gan mencantumkan identitas
pelapor dan rlrelanipilkan buktibukti terkaitl

3. ,.ltilsan langsung pejabat tersebut memeriksa tcntang kc)benaran laporan pejabat
atau p!'ga$ ai paling larnbat 3 (tiga) hari kerja;

4. Apabila hasil da.ri pemeriksaan tersebut tidak bentu maka keputusan danlatau
tindakzu peiabal ),ang dilaporkan tetap berlaku:

5- Apabila ha^sil dari pemeriksaan tersebut benar maka dalam jangka tvaktu 2 (dua)
hari keputusan danlatau tindakan tersebut ditlnjau kembali oleh atasan dari atasiul
langsung torsobut dan seterusnya; dan

6. Pe ga'"vasan terhadap pelaksanaan keputusan dari tindak lanjut hasil
pelreriksaaoterjadinya bentrran kepentingan dilalsanakan oieh Kepala
Badan Pengarx'asan Nlahkarnah r'tgung RI.

E. Upaya yang diperlukan untuk keberhasilan Penanganan Benturan Kepentingan adalah:
l. Komitmcn dan Keteladanan

Diperlukan komitmen dan keteladanan dari seluruh pejabat dan pegawai
dalan rncnggun ikon kewenangannya secara baik dengan mempertimbangkan
kepentingan lcmbaga. kepentingan kepentingan pegawai. dan berbagai faktor lain.

2. Perhatian khusus atas hal tertentu
Pcrhatian khusus perlu dilakukan terhadap tertentu yang dianggap berisiko tinggj
yang akao dapat mcnyebabkan te{adinya situasi benturan kepentingan. Ilal-hal
yang pcrlu mendapat pcihatian khusus tersebut antara lain adalah:
a Hubungan aflllasi (pribadi atau golongar)
b Gratifikasi.

c. Pckcrjaan tambahan.

d. lnformasi orang dalam.
e l<cpLrntingan dalam pengadaan barang.
f 'l untulan keluarga dan komtmitas.



g Kedudukan di organisasi lain.
h. lnterrensi pada jabatan sebelumnya
r. Perangkapanjabatan.

3. ['lenghindari situasi benturan kepentingan
Pejabat daniatau pegawai dapat lebih awal menghindari terjadin),a benturan
kepcntingan atau melakukan antisipasi terhadap terjadinya benturan kepentinga[ dalam
pengarnbilan keputusarL antam lain dengan lebih awal mengetahui agenda pembahasan
mtuk pengambilan keputusan_ atau melakukan penarikan diri (recusal) dari
pengambilan keputusan secara adhoc.

4. ?emantauan dan evaluasi
Agar pclaksmann penanga-nan bentr.mn kebijalan penanganan benturan kepentingan
periu dipantau dan dievaluasi secara berkala unttrk menjaga agar tetap efektif dan
relevan dengan liogkungan yang terus berubah.

Ditetapkan di iJakarta

Pada tanggal : 5 Jarruari 2021
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